BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil suatu
kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam  pelaksanaan penyelesaian
pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus
berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini
dapat terlihat dari beragamnya pelaksanaan upaya penyelesaian uang
pengganti yang dilakukan melalui gugatan perdata atau litigasi merupakan
upaya lanjutan setelah negosiasi atau non litigasi. Penyelesaian tagihan uang
pengganti dilakukan dengan Non Litigasi dengan cara melakukan negosiasi
dengan terpidana atau ahli warisnya. Sedangkan upaya penyelesaian secara
litigasi dilakukan setelah kesepakatan negosiasi atau non litigasi dengan
terpidana tindak pidana korupsi untuk membayar kerugian negara yang tidak
berhasil, harus dilakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli
warisnya yang dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum atau
wanprestasi dari terpidana atau ahli warisnya.

2. Kendala pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi
melalui gugatan perdata tidak sepenuhnya efektif. Kejaksaan menghadapi

berbagai persoalan menjadi hambatan bagi Jaksa Pengacara Negara untuk
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3.

melakukan gugatan perdata baik secara internal maupun eksternal.

Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi merupakan upaya pengembalian
kerugian dan atau pemulihan keuangan negara. Realisasi gugatan perdata
dalam tindak pidana korupsi mengalami banyak kendala. Bentuk penyelesaian
atas kendala yang dialami oleh Jaksa Pengacara Negara dalam upaya
pengembalian Kkerugian atau pemulihan keuangan negara, maka diperlukan
strategi  optimalisasi pemulihankeuangan negara melalui gugatan perdata
dengan cara melakukan penyitaan pada saat penyidikan terhadap aset-aset

tersangka tindak pidana korupsi.

Saran

Agar upaya Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi
melalui gugatan perdata berjalan efektif, perlu dilakukan pendataan dan
penyitaan harta benda milik tersangka secara dini yaitu sejak dilakukan
penyidikan.

Dalam penyelesaian kendala yang dialami oleh Jaksa Pengacara Negara dalam
upaya pengembalian kerugian atau pemulihan keuangan negara Penghapusan
tunggakan uang pengganti dengan catatan bahwa terpidana tidak mampu
membayar uang pengganti dan tidak ada lagi aset yang dapat disita oleh
Kejaksaan untuk pelunasan tunggakan uang pengganti dan dibuktikan dengan
surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang.

Jaksa Pengacara Negara harus mengedepankan negosisasi dengan terpidana

dan atau ahli waris terpidana dalam bentuk non litigasi terhadap aset yang
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akan disita atau aset yang tidak ada ditemukan lagi. Karena negosiasi tidak
memerlukan biaya yang banyak, dan itu juga akan meringankan anggaran

didalam pelaksanaannya.
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